LEMBARAN DAERAH
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REPEHRASHKER % RAHARIA

NOMOR 17 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPAEN BANDUNG

Menimbang :

Mengingat

NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG TATA BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa pelaksanaan Tata Bangunan di Wilayah Kabupaten
Bandung yang telah diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan;

bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan
bangunan yang tertib, menjamin keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan serta menindaklanjuti
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata
Bangunan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 3670);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3318);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1988 tentang
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3372);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelengaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60 Tahun
1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah
Susun;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993
tentang Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai dan
Bekas Sungai;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan
Bangunan Gedung Negara;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
378/KPTS/1987 lampiran Nomor 29 tentang Petunjuk
Perencanaan Bangunan dan Lingkungan untuk
Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah
dan Gedung;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
416/MENKES/PER/1X/1990 tentang Kesehatan
Bangunan;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan;
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas
pada Bangunan Umum dan Lingkungan;

Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor
10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan
Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan;

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Bandung
Nomor VII Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap
Penyelenggaraan Peraturan Daerah yang Memuat
Ketentuan Pidana;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun
2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004
Nomor 29 Seri D);
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Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007
Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Ban dung Nomor 20 Tahun
2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 20); Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah No.16 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor
20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas
Daerah  Kabupaten Bandung (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah  Kabupaten Bandung (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan
Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Sampai Dengan Tahun 2027
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008
Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan :

Dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 16
TAHUN 2009 TENTANG TATA BANGUNAN.



PASAL |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor
16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, ditambah 3 angka yakni angka 40,
angka 41 dan angka 42, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
Menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan
Prinsip Otonomi Seluas-luasnya Dalam Sistem dan
Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang
selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan
Rakyat @ Daerah  Sebagai Unsur  Penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

7. Dinas adalah Dinas teknis yang berwenang di bidang
bangunan di wilayah Kabupaten Bandung.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas teknis yang
berwenang di bidang bangunan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung.

9. Tata Bangunan adalah kegiatan membangun, mengubah
fungsi dan/atau mengubah bangunan.

10. Membangun Bangunan adalah setiap kegiatan
mendirikan bangunan.

11. Mengubah Fungsi adalah setiap kegiatan mengubah
peruntukkan bangunan.

12. Mengubah Bangunan adalah setiap kegiatan
membongkar, memperbaharui, mengganti seluruh atau
sebagian, memperluas dan/atau menghapus bangunan.

13. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan dan atau
diletakan dalam suatu lingkungan sebagian atau
seluruhnya pada di atas, atau di dalam tanah dan atau
perairan secara tetap yang berwujud bangunan gedung
dan bangunan bukan gedung.
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Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang
berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya maupun kegiatan khusus.

Bangunan Pelengkap Bangunan Gedung adalah suatu
perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk
kegiatan fisik manusia secara langsung.

Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan
utama manusia dalam bangunan gedung yang
digunakan sesuai dengan peruntukkannya.

Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari
fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan
tingkat persyaratan administratif dan persyaratan
teknisnya.

Persyaratan Teknis Pembangunan Bangunan adalah
persyaratan mengenai keandalan bangunan dari aspek
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan
keamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan
rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan
fasilitas lingkungan, yang diatur dengan peraturan
perundang-undangan serta  disesuaikan dengan
kebutuhan dan perkembangan.

Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan,
dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata
pemerintahan yang baik sehingga setiap
penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung
tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang
sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian
hukum.

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan
bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya
agar bangunan gedung selalu laik fungsi.

Penyelenggaraan Tata Bangunan adalah kegiatan
pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis
dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan
pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.

Struktur Bangunan adalah susunan komponen
bangunan yang merupakan satu kesatuan, diatur dan
dihubungkan satu dengan vyang lainnya secara
struktural menurut suatu sistem, menyerap dan
meneruskan beban statis dan dinamis ke tanah.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi
penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan
kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan
penghidupan.

Intensitas Bangunan Gedung adalah ketentuan teknis
tentang kepadatan dan ketinggian bangunan gedung
yang dipersyaratkan pada suatu lokasi atau kawasan
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tertentu yang meliputi Koefisien Dasar Bangunan (KDB),
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan jumlah lantai
bangunan.

Garis Sempadan Bangunan selanjutnya disingkat GSB
adalah merupakan garis yang tidak boleh dilalui oleh
denah bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam
rencana kota garis di atas permukaan tanah yang pada
pendirian bangunan ke arah yang berbatasan tidak
boleh dilampaui.

Garis Sempadan Jalan selanjutnya disingkat GSJ
adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam
rencana kota.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai
dasar bangunan gedung dan Iluas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai
bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang
dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar
bangunan gedung yang diperuntukan bagi
pertamanan/penghijauan dan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan
lingkungan.

Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah angka
persentase perbandingan antara luas tapak basemen
dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan
yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana
tata bangunan dan lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah
hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang
telah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan
(RDTRKP) adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan
kawasan perkotaan.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah
panduan rancang bangun suatu kawasan untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat
rencana program bangunan dan lingkungan, rencana
umum dan panduan rancangan, rencana investasi,
ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman
pengendalian pelaksanaan.

Instalasi dan Perlengkapan Bangunan adalah jaringan
dan perlengkapan pada bangunan baik bangunan
gedung dan bukan gedung yang digunakan untuk
menunjang tercapainya unsur kenyamanan,
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keselamatan, komunikasi dan mobilitas dalam
bangunan.

35. Proteksi Pasif adalah proteksi terhadap penghuni dan
harta benda berbasis pada rancangan atau pengaturan
komponen arsitektur dan struktur bangunan gedung
sehingga dapat melindungi penghuni dan harta benda
dan kerugian saat terjadi kebakaran.

36. Proteksi Aktif adalah proteksi harta benda terhadap
bahaya kebakaran berbasis pada penyediaan peralatan
yang dapat bekerja baik secara otomatis maupun secara
manual, digunakan oleh penghuni atau petugas
pemadam dalam melaksanakan operasi pemadaman.

37.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dari dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

38. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan
atau badan hukum.

39. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan
hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang
kegiatannya dibidang bangunan, termasuk masyarakat
hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan
dengan penyelenggaraan bangunan.

40. 1zin Lokasi adalah izin tertulis yang wajib dimiliki
perorangan atau perusahaan yang berkenaan dengan
luas, letak, lokasi, peruntukan tanah yang akan
digunakan/dimanfaatkan.

41. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan
gedung yang telah dibangun dan telah memenuhi
persyaratan kelaikan fungsi bangunan berdasarkan
hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.

42. Rencana Tapak adalah rencana penataan lingkungan
buatan dan lingkungan alamiah, yang meliputi batas-
batas, luas, fungsi dan peruntukannya guna menunjang
kegiatan manusia.

. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e
sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Fungsi bangunan gedung meliputi:

a. fungsi hunian merupakan bangunan gedung dengan
fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal yang
berupa rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret,
rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara,;

b. fungsi usaha merupakan bangunan gedung dengan
fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan
kegiatan usaha yang terdiri dari bangunan gedung
perkantoran, perdagangan, industri, perhotelan, wisata
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dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat
penyimpanan;

c. fungsi sosial dan budaya merupakan bangunan gedung
dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan
kegiatan sosial budaya yang terdiri dari bangunan
gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan,
kebudayaan, dan bangunan gedung pelayanan umum;

d. fungsi keagamaan merupakan bangunan gedung dengan
fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang
meliputi  bangunan mesjid termasuk mushola,
bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura,
bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;

e. fungsi khusus merupakan bangunan gedung dengan
fungsi utama yang mempunyai tingkat kerahasiaan
tinggi tingkat nasional, atau tingkat resiko bahaya tinggi
dan/atau yang penyelenggaraannya dapat
membahayakan masyarakat sekitar.

. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3)
sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Setiap kegiatan penyelenggaraan tata bangunan di
wilayah Kabupaten Bandung wajib memiliki izin dari
Bupati Bandung;

(2) Permohonan izin mendirikan dan/atau mengubah fungsi
dan/atau mengubah bangunan diajukan secara
tertulis kepada Bupati sesuai dengan tata cara dan
persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.

(3)Pemohonan izin mengubah fungsi bangunan menjadi
bangunan fungsi keagamaan diatur dengan Peraturan
Bupati.

. Bab VIII dihapus.
. Bab IX dihapus.

. Pasal 39 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga
Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya harus
sesuai dengan peruntukan lokasi.

(2) Kesesuaian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimuat dalam surat keterangan rencana tata ruang
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Surat Keterangan Rencana Tata Ruang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada rencana tata
ruang wilayah kabupaten, RDTRKP, dan/atau RTBL
untuk lokasi yang bersangkutan.
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(4) Surat Keterangan Rencana Tata Ruang yang dimaksud
dalam ayat (2) diatur dalam bentuk rencana tapak
yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

7. Diantara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 110A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110 A
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka
ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2009 Nomor 16), dinyatakan masih tetap berlaku.
PASAL Il

Peraturan Daerah ini mulai Dberlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 Mei 2012
BUPATI BANDUNG
ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DADE RESNA,SH
Pembina Tk. |
NIP. 19621121 199202 1 002




